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ABSTRAK

ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM
PENERIMAAN DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Belu

Propinsi Nusa Tenggara Timur

Yosepha Maria Septima Suni

992114180
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
¥OGYAI\ARTA
2006
Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui: (1) besar peranan pajak aae ah
terhadap penerimaan dacrah dari tah in 2 000 ampai tahun 2004, (2) elastisitas
pajak daerah terhadap Produk Domestik Reg"r al Bruto {PDRB) dan terh d-‘p
jumlah penduduk dari tahun 2000 >ampaj wun 2004 dan (3) apakah pemungutan

"U

ajak daerah di Kabupaten Belu sudah efektif dan efisien.

Penelitian dﬂakul\a i pada Dinas P ndap atan Daerah Kabupaten Belu pada
bulan Juni — Juli 2005. Teknik peugumyman data dﬂakuk dengan wawancara
dan dokumentasi. Tekiik analisis data yang digunakan adalah: (1) untuk masalah

per'a‘na digunakan analisis kontribusi, yaitu: dengan cara membandmglxan antara
realisasi pajak daerah dengan pene uma““l daerah. (2) untuk menyelesaikan
mas Ln“l kcuua digunakan teknik analisis elastisitas, yaitu memban inghan %

&

ertumbuhan pajak daerah dengan % ucrtumb han PDRB dan jumlah pe enduduk.

per
{3) untuk menyelesaikan masalah ketiga digunakan dua teknik analisis yaitu

-
(D

]\r"'k analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi dan target pajak
rah dan teknik analisis efisiensi "eu;an memoanmn;ma. bia dayad pemung ritan
pajak daerah dan realisasi penerimaan paiak daerah.

Hasil penelitian memmjtﬂq\an bahwa: (1) peranan pajak daerah terhadap
penerimaan daerah dilihat dari kontribusinya sangat kecil tetapi c
mengalami peningkatan. (2) elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dan terhadap
jumiah penduduk rata-rata bersifat elastis. (3) pcmung,utan pajak daerah

cenderung tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya kuwrang dari 100 %,
sedangka an dari sisi efisic nsi, pemungutan pajak daerah cenderung efisien karena

rata-rata tingkat efisiensinya kurang dari 5 %.

<
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ABSTRACT
N ANALYSIS OF REGIONAL TAXES IN THE REGIONAL INCOME

A Case Study In Belu Regency
At East Nusa Tenggara Province

'osepha Maria Septima Suni
992114180

SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2006

This research aimed at understanding: (1) the role of regional taxes to the

re g1 onal income from 2000 to 2004, (2) t‘) e elasticity of regional taxes to the

regional gross domestic product (RGDP) and to the amount of population from

2000 to 2004, and (3) whether the collection of regional taxes in Belu regency has
been effective and efficient.

The research was conducted at regional revenue agency of Belu regency in
june — july 2005. The collection techn riq es used were: (1) for first problem, it was
used contribution analysis, that was, by comparing the realization of regional
taxes and the regional income. (2) to answer the second problem, it was used
clasticity analysis technique, that was, by comparing the percentage of regional
axes growth and the percentage of RGDP growth and the amount of population.
(3} to answer the third problem, it was used two analysis lechmqucs that were,
effectiveness analysis technique by comparing the realization of and the target of
regional taxes, and efficiency analysis one by comparing the collection cost of
regional taxes and the realization of reg10“lai taxes income.

The results of research, showed that: (1) the role ot regional taxes on the
regional income was quite small, as see" from its contribution but, it tended to
undergo an increase. (2) the elasn.:mea of regional taxes to the GRDP and to the
amount of yopula.non, on the average, were clastic in nature. (3) the collection of
regional taxes tended to be ineffective, due to its effectiveness, on the average,
was less than 100%, while from efficiency aspect, the collection of regional taxes
tended to be efficient due to its efficiency level, on the average, was less than 5%

—~
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Pajak Daerah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Unituk mengetahui besar peranan pajak daerah terhadap pencrimaan daerat

Untuk mengetahui elastisitas pajak daerah terhadap PDRB da
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LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

1

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH. sebagaimana dikutip dalam

a“ N
prestasi'; yanﬁ dapat langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk
I'

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut {Mardiasmo, 2001 1)

(V)
o
[{)])
=
[
)
n
=]
82
7
o0
jos]
£
o)
[N
&
o]
T4
&
E
[
1)
]

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

()
—]
)
'Ej
a
o
723
o
-+
g
o
o
o
)
=4
=t
cl
v Al
Q
=
g
[+Y]
o)
=
(4]
v
-
[=Y]
W
4
[N
‘]
o
=
(4%}
019}
[+4}
=
)
<
5
=
[4)=]
w2
(4]
[¢]
&
-t
o
& -
=
()]
w
(=
=]
()]

$a
o
3
<8
3
=
2
[
=
:‘
ﬂ)
_§
c-r
L. (l
=
g
=
2,
-
~
o
=
)]
ag
o
=
D
i)
[5)
]
o
e
5::
5
1=
@
a0
[¢]
w2
<
B
I~
L

@



|

i. Fungsi Penerimaan (Budgeier)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya: dimasukannya pajak dalam

[N
>
5
4]
&
@
D-lj
aQ
=
g
o
=
-
>‘:
” )
x5
=
::\;4

Pajak dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuai

ot

terientu yang berada diluar sektor keuangan negara/daerah.
Contoh : dikenakannya pajak pada minuman keras dan barang mewah.

Pajak dapat dikelompokan ke dalam berbagat jenis dengan
mempergunakan kriteria-kriteria tertentu (Mardiasmo, 2001: 6 — 7
1. Menurut pihak yang memungut, pajak digoiongkan menjadi dua yaitu
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oieh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak
Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

o
[

an
digunakan wuntuk membiayai rumah tangga daerah, baitk pada

Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat

ail i
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D. Tata Cara Pemungutan Pajak
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b.
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a.

o

D

Stelsel anggapan (Fictieve stelsel), pengenaan pajak didasarkan pada

suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada

awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya

yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan

He

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak vang

memberi wewenang, kepercayaan, ianggungjawab kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya

pajak yang harus dibaya

-

kan atau terutang.

Withholding Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan

pajak  yan
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3. Asas Pemungutan Pajak
Tardanai fioa seas Vane  dapat dicunakan uniuk memunout saiak
1 Crddpdat  tiga dsds  yang  dajf yai u:a,l. lal\an LirHii HICHnNgUL  pajds
{Mardiasmo, 2001
a. Asas Domisili {(asas tempat tinggal)
Negara berh ngenakan pajak atas selurub penghasilan Wajib
Pajak yang beriempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari fuar negeri.

b. Asas Kebangsaan.

wsrlavahivwg fanng memnernany iembat tneoal Waiih Paiak
Vitdydliiiyd tdiipd u:\,I.lyblhd.l Kan ieimpat lulggal ajlv rajds
- Agao Qiimbh
C. ASAs SUMmocr
i) 1 H 1 H

Tarif proporsional adaiah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap

berapapun jumiah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang



[y
[y

2. Tarif Progresif
Tanf progresif adaiah tanif dengan persentase yang semakin meningkat
atau naik apabila jumiah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi
meningikat.

3. Tarif Degresif

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin

Syarat— Syarat Pemungutan Pajak

tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya.

-

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai beriku

)
=
g
o
o
Z

2001: 146);

J-—
[75]

yarat Keadilan

keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil.

fe)
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124

2. Syarat Yuridis
Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini
memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun

bagl warganva.

L3

Syarat Ekonomis

n

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
G. Sumber — Sumber Penerimaan Daerah
1. Pengertian Penerimaan Daerah Dan Pendapatan Asli Daet
Sumber penerimaan daerah berasal darni penerimaan pemerintah pusat,
yang dalam realisasinya dapat saja berbetuk bagi hasil penerimaan pajak
dari pusat atau lainnya vyang berbentuk subsidi (sokongan) untuk
keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Pendapatan asli daerah

adalah penerimaan dari pungutan pajak dacrah, pungutan jasa pelayanan,



b2

prand
[F8]

iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan

penerimaan pembangunan vang digaii atau dihasilkan oleh daerah

Pajak daerah paling tidak harus memenuhi persyaratan (Samudra, 1995:

51) sebagai berikut
a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat

b. Sedethana.

c. Jenisnya tidak terlalu banyak.

Fu
-

g)
,..A
U)
']
[l

£

apangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuii pajat

e. Berkembang scjalan denpgan perkembangan kemakmuran di daerah
tersebut.
f. Biaya administrasinya rendah

Sumber Penerimaan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, swmber-

sumber penerimaan daerah terdiri atas:

?3

Pendapatan asli daerah

2). Hasil restribusi daerah

N

W
CD
ﬁ

).Hasii perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kek

D

yaail

daerah yang tidak dipisahkan, dan
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4). Lain-lain pendapatas

g

ain-lain penerimaan dacrah

Dari pengeiolaan diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah
adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Pajak Daerah

1. Dasar Hukum
Dasar hukum diberiakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2060
2. Pengertian Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seunt

perundang-undangan vang beriak,
yang diguitakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan peimbangunan dacran.
3. Peraturan Daerah Tentang Pajak
Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya ketentuan
mengenai
a. Nama, obyek, dan subyek pajak;
1

Dasar pengenaan, tarf, dan
peng

‘a perhitungan pajak;
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ejumlah biaya administrasi tertenta. Salah satu indikator keuangan daerah
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perubahan harga suatu barang,

a1 1,9

permintaan akan barang itu disebut “Elastis”. Jika konsumen “kurang peka
terhadap perubahan harga suatu barang tertentu, permintaan akan barang itu

Inelastis”. Agar dapat dibandingkan dua-duanya dinyatakan dalam %

Menurut Halim (2001 97) analisis elastistas dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi

perubahan pada jumlah PDRB dan jumiah penduduk.

% Pertumbuhan PAD

% Pertumbuhan PDRB

% Pertumbuhan PAD

Elastisitas Jumlah Penduduk =
% Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Merujuk dari pengertian elastisitas (Halim, 2001. 79), maka elastisitas
pajak daerah terhadap PDRB dan jumlah penduduk menunjukkan bagaimana
reaksi pajak daerah jika terjadi perubahan pada PDRB dan jumlah penduduk,
atau menunjukkan derajat kepekaan pajak daerah terhadap perubahan pada

PDRB dan jumlah penduduk.
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% Pertumbuhan Pajak Daerah

% Pertumbuhan PDRB

Elastisitas Jumiah Penduduk =

% Pertuimbuhan Jumlah Penduduk

Penerimaan pajak daerah sebaiknya elastis terhadap dasar

pengenaannya, hal ini disebabkan di satu pihak dasar pengenaan umumnya
selalu berkembang scjalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi serta

CL

pertumbuhan jumlah penduduk, di pihak lain pertumbuhan ekonomui serta
pertuinbuban jumlah penduduk mendorong adanya tuntutan peningkatan
pelayanan dari pemerintah, sehingga dengan demikian agar kemampuan
pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan pelayanan dari masyarakat

tersebut tidak terjadi penurunan maka penerimaan pajak daerah juga

Tus
berkembang sejalan dengan perkembangan dasar pengenaannya.
J. Efektivitas Dan Efisiensi
1. Efektivitas
Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992: 163):
Efektivitas menunjukkan hcbe"l silan dari segg terc pai tida Ln ﬁ

ta
sasaran yang ‘Ielab ditetapkan. Jika hasil ke

sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya

Menurut Anthony, Dearden, dan Bedford (1993: 114);

Ef.uk‘f vitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat
nggung_',"w b.. dengan tujuan jangka pendek Semkai besar
. A o

UTJ
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Menurut Halim (2001: 263):

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu menggambarkan

iva
kemampuan r)eme*mlah daerah dalam mercalisasikan pendapatan asli

daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potens: ritl daerah.

Reatisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektivitas =

x 100 %
T"” et Penerimaan PAD

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

apabila rasio vang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100%, sehingga
semakin tinggi rasic efektivitas berarti menggambarkan kemawmpuan

daerah yang semakin baik

Merujuk pengertian efektivitas pendapatan asli daerah (Halim,
2001: 263), maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak daerah yaitu

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan

pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak daerah

Realisasi Pajak Daerah
x 100 %
itas Pajak Daeral _ ) 0%
Target Pajak Dacrah

t
.
&
=
-+
2
<
=

Efisienst

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (199

jos]
o

1 163):
Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber daya

vang digunakan atau biaya vang dikeluarkan untuk mencapai hasil
kegiatan yang dijalankan,



Menurut Anthonv, Dearden, dan Bedford {1993: 114):
] 3 E

bandingan antara output terhadap inpui, atau

Rasio efisiensi '1dalah perb
mit iIlpUt.

jumlah output per

i pendapatan asli daerah vyaitu menggambarkan perbandingan
antara besarmmya biaya vang, dikeluarkan unfuk memperoleh
pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah yang
diterima

Biaya Pemungutan PAD
Rasio Efisiensi = — : x 100%
Realisasi Penerimaan PAD
Merujuk pengeritan efisiensi pendapatan asli dacrah (Halim, 2001:
263 - 264), maka vang dimaksud dengan cfisiensi pajak daerah yaitu

memggambarkan perbandingan antara besar biaya vang dikeluarkan untuk

memperoieh pajak daerah dengan realisasi pajak daerah vang diterima.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah . .
Efisiensi Pajak Daerah = x 100 %
Realisasi Pajak Daerah
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

i

Jenis penelitian yang dilakukan berupa peneiitian studi kas

. 1 - i 1 1
diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalar
tertentu

1. Lokasi Penelitian
Penelitian diiakukan pada Kabupaten Belu Propinsi Nusa
Timur

2. Waktu Penclitian: Juni — Juli 2005

R
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Subyek yang diteliti adalah sub Dinas Pendapatan Dacrah

Obyek Peneiitian

(1)

berasal dari pajak daerah untuk tahun 2000 sampai den

oan taln
Zdll tanun
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D. Teknik Pengumpulan Data

2. Dokumentast
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengutip data dari sub Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

Untuk menjawab permasalahan dalam peneliian  ini, penulis
menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu
1. Permasalahan Pertama
Untuk menyelesaikan permasalahan pertama ditempuh dengan iangkah

Kontribusi Pajak Daerah =
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Untuk mencari pertubuhan PDRB dalamm  persentase (%)

Xi—{(Xe-y) o,
T 4 7 T 1 Ty A DY 4 !.
Persentase (%) pertimbuhan PDRB = x 100 %
X1
Dimana
X : Jumiah PDRB tahun yang dicaii
-

Xi.1 :Jumlah PDRB satu tahun sebelum tahun yang dicari

¥o Pertumbuhan Pajak Daerah
Elastisitas Jumlah Penduduk =

% Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Untuk mencari pertubuhan jumiah penduduk dalam persentase (%)

digunakan rumus :

Dimana
Zs - Jumlah penduduk tahun yang di cari

7y -1 @ Jumlah penduduk satu tahun sebelum tahun yang di cari
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Dalam perhitungan rumus
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mengalami perubahan

analisis efektivitas dan efisien

st dengan formula:

Realisast Penerimaan Paja

ntuk mengukur
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BABIV

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BELU

A. Keadaan Geografis
Kabupaten Belu merupakan salah satu dari 13 kabupaten/kotamadya di

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak pada koordinat 124° — 126
lintang selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai, sebelah selatan
berbatasan dengan Laut Timor, sebelah timur berbatasan dengan negara Timor
Leste dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara

iy

(TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Luas wilayah daerah Kabupaten Belu 2.4445,57 km™ atau 5.16% dant

luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Belu terdiri dari 12

Secara umum daerah Kabupaten Belu berikiim tropis dengan musim
yang berubah-ubah tiap setengah tahun dari musim kemarau ke musim
penghujan. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia

membuat Kabupaten Belu memitiki curah hujan yang rendah.



uas wilayah daerah Kabupaten Belu 1

nenurut kec

Tabe} 4.1

Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan

il

b

~]

yvang menggambarkan

S

amatan.

Kecamatan Luas Kt
1. Malaka Barat 273.56
2. Rinhat 151.72
3. Malaka Tengah 168.69
4. Sasita Mean 172.30
5. Malaka Timur 356.72
6. Kobalima 217.06
7. Tasifeto Barat 284.43
8. Kakuluk Mesak 187,54
Q. Tastfeto Timur 27585
10. Raihat 87.21
11. Lamaknen 214.31
12. Kota Atambua 56.18

Sumber : Badan Pusat Stastistik Kabupaten Belu

B. Pemerintahan
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9. Tasifeto Timur,
10. Rathat,

kecamatan yaitu:



11. Lamaknei,
12. Kota Atambua.

Tiap kecamatan dikepalai oleh seorang camat. Menurut data dan
pemerintah kabupaten terdapat 167 desa/kelurahan di Kabupaten Belu, yang
terdiri dari 75 desa swakarya (44.91%), 64 desa swadaya (38.32%), 16 desa
swasembada (9.58%) dan 12 desa masih belum dapat diklasifikasikan.
Sebagian desa di Kabupaten Belu sampai dengan tahun 2002 merupakan desa

definitif (98.22%), sedangkan sisanya (1,78%) merupakan desa UPT.

C. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif
bagi pembangunan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yvang

baik. Pertumbuban yang besar akan berakibat pada sulitnya peningkatan

kesejahteraan vang layak dan imerata sehingga akan berakibat pada mutu

ey

kehidupan itu sediri. Hal tersebut menunjukan bahwa penduduk yang besar
dengan kualitas yang tinggi tidak mudah untuk dicapai.

Jumiah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2000 — tahun 2004 berjumiah :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Beiu
Tahun 2080 — Tahun 2064

Tahun Jumiah (jiwa) |
2000 277.484
2001 283.872
2002 290.063
2003 334.439
2004 343.777

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu
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Berhasil atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh tingka

14 i1

pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan

21

membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian
pentingnya peran pendidikan membuat bidang pendidikan menjadi
perhatian dani pemerintah maupun masyarakat. Secara umum

1

perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu mengalami kemajuan.
Untuk tahun 2004 banyaknya sekolah, guru dan murid di Kabupaten Belu
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2004
Tinngkat pendidikan Sekolah Guru Murid
Taman Kanak-kanak 23 63 1.181
Sekolah Dasar 324 3.001 57.015
SMTP Umum 37 688 11.089
SMTA Umum i2 346 6.218
SMTA Kejuruan
STM i 14 216
SMKK i 23 148
SMEA 2 59 851
d. Lain-lain 3 57 309
Jumlah 403 4.256 77.027

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

=

7 1
Kesehatan

Pembangunan bidang keschatan bertujuan agar semua lapisan
masyarakat dapat memperoleh pelayanan keschatan secara mudah, merata
dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat

kesehatan masyarakat yang baik dan akhirmya semua inasyarakat

memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif Oleh karena itu di
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Kabupaten Belu pelayanan keschatan dilaksanakan secara terpadu dan

il

menyeluruh dengan dibangunnya puskesmas-puskesmas maupun rumah

penyediaan tenaga-tenaga medis.

(8]

Agama Dan Sosial Lainnya
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cat Kabupaten Belu bermata pencaharian petani

tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan teratama padi dan jagung,

sayur-sayuran, buah-buahan, maupun ubi-ubian dan kacang-kacangan.
Tanaman pangan perkebunan merupakan tanaman perdagangan vang cukup
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ntuk meningkatkan populasi dan
produksi ternak serta hasilnya dalam usaha untuk memperbaiki gizi

masyarakat, disamping meningkatkan pendapatan peternakan. Di gambara

=

umum mengenai populasi ternak di Kabupaten Belu, vaitu bahwa peternak di

Kabupaten Belu lebih banyak memelihara sapi atau kerbau, walaupun terdapat

hewan-hewan peliharaan lam seperti babi, anjing, ayam, dan jenis unggas

sedn
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vang lain. Populasi ternak ini selain dipelihara oleh penduduk juga hidug

secara liar di hutan.

Penerimaan Daerah

Dilihat dari segi pendapatan, kondisi keuangan pemerintah Kabupaten
Belu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pendapatan ash
daerah masih rendah dalam menopang penerimaan daerah. Penenmaan daerah
yang lebih besar berasal dar pemberian pemerintah atau instansi lebih tinggi.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel V.4 yang menggambarkan

penerimaan daerah,



Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Belu

Tabel 4.4

Tahun 2000 —-Takhun 2004

_____ ~ Jenis ] Tahun
Penerimaan (Dalam Rp)
Dacrah 2000 | 2001 2002 2005 2004
1. Bagian sisa hasil o i { i ’ T
perhitungan anggaran l I
tahun lalu 1.944.608.476 / 2.850.220.430 ( 18.342.756.157 - } -
2. Pendapatan Ashi Daerah | 1.779.639.229 J 4.749.610.001 ; 10.981.878.054 | 10.003.008.322 J 9.754.549.585
3. Bagian dana ( I (
peritnbangan 70.689.026.925 l 162.503.256.569 } 180.428.126.858 } 200.174.094.224 } 211.123.416.841
4. Bagian lain-lain } ( I
penerimaan yang sah ; { 1.366.696.475 ( 8.521.423.997 i 14.178.453.521
TOTAL 74,413.274.630 | 170.103.087.000 j 211.119.457.544 | 218.698.52 J 235.056.419.947 |

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu



G. Pendapatan Asli Daerab

Pendapatan Asli Daerab (PAD) merupakan sumber pencrimaan b

segala urusan rwmah tangga daerah. Pada bagian PAD ini

pemingkatan setiap tahun pada ma

PAD yang sah.

=1

menggambarkan penerimaan dari

sendiri dan diharapkan sebagai penyangga utama dalam membiayai

o}
(%]

Aoy
llat‘l

ai

mengalami

sing-masing pos pajak daerah, restribusi



Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu
Tahun 2000 - Tahun 2004

Tahun
Jenis - Jenis (Dalam Rp)
PAD 2000 2001 2002 2003 1 2004
1. Pajak Daerah 592.932.979 750.397.458 2.979.116.900 1.183.236.463 1.295.379.235
2. Retribusi Daerah 853.726.909  2.047.616.314 2.568.361.655 3.635.464.850 | 4.079.317.977
3. Bagian Laba BUMD 9.500.000 196.143.593 359.041.818 607.002.562 665.214.943
4. Lain-lain Pendapatan | |
Asli Daerah yang sah | 323.479.341 1.755.452.636 5.075.357.681 4.577.304.447 , 3.714.637.430
© TOTAL | 1.779.639.229 |  4.749.610.001 | 10.981.833.054 | 10.003.008.322  9.754.549.585

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu
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Pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Belu antara lain:

1. Pajak Hotel

a. Dasar hukum
Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun
2002

b. Pengertian
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan
vang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat
memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut
bayaran, termasuk bangunman lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan
perkantoran

¢. Obyek Dan Subyek Pajak

Obyek pajak hotel adalah pelavanan yang disediakan dengan

membayar hotel di hotel.

1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat
tinggal lainnya vang tidak menyatu dengan hotel;

2). Pelayanan tinggai di asrama dai pondok pesantren;

3). Fasilitas olah raga dan hiburan vang disediakan di hotel dan di

pergunakan oleh bukan tamu hotel dengan ditarik pembayaran;,

k)
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4). Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang digunakan untuk

umum di hote

LS

5). Pelayanan perjalanan wisata yang diselanggarakan oleh hote

%

dapat dimanfaatkan untuk umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

Besarnya jumlah pajak hotel yang terhutang dihitung dengan

=

enigalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Tarif pajak hotel paling tinggi 10% (sepuluh persen)

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada hotel.
A

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah

tempat menyantap makan dan/atau minuman yang disediakan dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Obyek Dan Subyek Pajak
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Yang dikecualikan dari obyek pajak restoran:

1). Pelayanan usaha jasa boga (catering),

[\

). Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang

(I“:

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengar

peraturan daerah.

Subyek pajak

restoran adalah orang pribadi atau badan vang

mbayaran kepada rtestoran. Wajib Pajak adalah

pengusaha restoran.

Besar jumiah

~

mengalikan tarif de

engenaan Dan Tarif Pajak

pajak restoran vang terutang dihitung dengan

engan dasar pengenaan pajak.

arif pajak restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun

1998.

Pengertian

)

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan

Hiburan adalah

semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan

dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton
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atan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak

termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

o
a

g

1

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan. Hiburan

g

tara lain dapat berupa: tontonan film, pertunjukan keseniaan dan

sejenisnya, pertandingan olah raga, pagelaran musik, tari dan

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton
J |y ~ ful
atau menikmati hiburan.

Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

Jumlah pajak hiburan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi adalah 35% (tiga puluh

Dasar Pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang

secharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburamn.
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Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut
bentuk susunan dan corak ragammnya untuk tujuan komersial,

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan
suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat
dibaca, dan/atau didengar dar suatu tempat oleh umum kecuali yang
dilakukan oleh pemeriniah.

Obyek Dan Subyek Pajak Reklame

Obyek pajak reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame di
Kabupaten Belu yang meliputi reklame papan / biltboard /megatron,
eklame umbul-umbul / kain, reklame melekat / sticker, reklame

selebaran, rekiame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara,

Yang dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah
1). Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan daerah
2). Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio dan warta harian;
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enggaraan reklame dalam rangka pemilihan wmum yang

menyelenggarakan atau memasang reklaime
Wajib Pajak rekiame adalahi orang pribadi atau badan yang

Dasar Pengenaan Dan Tarnif Pajak

Jumlah pajak reklame yang terhutang dihitung dengan mengalikan
tarif dengan dasar pengenaan pajak

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua pulub lima
persen) dari dasar pengenaan pajak reklame

Dasar pengenaan pajak diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai
strategis lokasi pemasangan dan nilai jual obvek pajak reklame. Nilai
strategis diperoleh melalui hasil pengalian antara jumiah muka
reklame, luas reklame, dan jumlah hari pemasangan dengan tarif nilai
strategis yang ditentukan (Khusus untuk reklame billboard, papan dan
megatron). Nilai jual obyek pajak reklame diperoieh dengan
mengalikan antara jumiah muka reklame dengan fuas reklame dan
tarif nilai jual obyek pajak.

k Penerangan Jalan

Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun

[
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Obyek Dan Subyek Pajak Penerangan Jaian

Obyek pencrangan jalan adalah pemungutan tenaga listrik, di wilayah
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g rekeningnya dibayar oleh

1). Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
2). Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

al

kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga

X

1

internasional dengan asas timbal balik secbagaimana yang berlaku
urituk pajak daerah;

3). Pemungutan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis
terkait;

4). Penggunaan tenaga listrik yang diatur dengan peraturan daerah

Subyek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan dan

Wajib Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
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d. Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak

Jumlah pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh

persen)

Dasar pengenaan pajak pencrangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga

Listrik (NJTL). Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

1). Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran,
NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya
pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik

2). Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak
dipungut bayaran, NJT ung berdasar kapasitas yang
tersedia, penggunaan listrik atau taksiran pemungutan listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
a. Dasar Hukum
Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun
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ajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas
kegiatan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek Dan Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Obyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (P2BG2C)
adalah kegiatan cksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C.
Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C
adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam di
dalam dan/atau pada permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subyek pajak P2BG2C adalah orang pnbadi atau badan yang
mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C.

Wajib Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian

golongan C.

&

Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak
Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah
ai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

Jumlah P2BG2C yang terutang dihitung dengan mengalikan

o
.
=

dengan dasar pengenaan pajak.
Tarif P2BG2C ditetapkan paling tinggi 20% { dua puluh persen).
Dasar pengenaan P2BG2C adalah Nilai Jual Hasil Eksploitasi Bahan

Galian Golongan C (NJHEBG2C) atau hanya disebut nilai jual.



NIHEBG2C atau nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau
notase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-
masing jenis bahan galian golongan C. Nilai pasar adalah harga rata-
rata yang berlaku di lokasi setempat dan ditetapkan secara periodik
oleh Kepala Daerahh setempat, sedangkan harga standar ditetapkan
oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan

galian golongan C.

I. Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak

Ketentuan-ketentuan pajak di bawah ini berlaku untuk semua jenis

pajak diatas. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Daerah

menetapkan pajak daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 hari setclah SKPD diterima, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib Pajak vyang membayar sendiri SPTPD digunakan untuk

menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang



terutang. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terhutangnya pajak,

1

o
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kepala daerah dapat menerbitkan:

SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila:

1). Berdasarkan hasii pemeriksaan atau keterangan lain pajak vang
terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang atau terlambat
dibayar untuk jangka waldu paling lama 24 bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak

2. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan

dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi

berupa bun besar 2% sebulan dihitung dari pajak vang kurang
atau terlambat dibayar unti gka waktu paling lama 24 bulan

3). Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25% dan pokok pajak di tambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% scbulan sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang

.4

seinula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
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ajak yvang terutang, akan dikenakan sanksi pajak administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
Penambahan jumlah pajak vyang terutang tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak.

ayaran pajak dilakukan di kas dacrah atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah sesuai waktu vang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Hasil pembayaran pajak daerah harus
disetor ke kas daerah selambat-lambatmya 1x24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan
menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Dae
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak daerah dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yvang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan
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dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang

Daerah.

Tata Cara Penagihan

oleh pejabat sebagai

dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh

waktu 7 hari setelah

lain yang sejen

Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar tidak dilunas

jangka waktu yang ditentukan dal

rus dibayar ditagih dengan surat paks

lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran.

dibayar tidak dilunasi

pemberitahuan surat paksa, pejaba

Melaksanakan Penyitaan {SPMP).

Setelah dilakukan pen

pajaknya, setelah lewat 10 hari setelah tanggal pe

mengajukan permintaan penetapan tanggal pel

Lelang Negara (KLN).
tempat pelaksanaan lelang,

secara tertulis kepada Waiib Pajak.

. Persyaratan untuk dapat mengangsur

meluna

dal aiaim j E}l\

i se

yitaan dan Waji

jurn sita memberitahukan dengan

47

dan menunda pembayaran

cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan

tindakan pelaksanaan penagihan pajak,

empo pembayaran. Dalam jan

tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat

si pajak yang terutang.

i dalam
m surat teguran, jumlah pajak yang
a. Surat paksa diterbitkan setelah
Apabila pajak yang harus

4 jam sesudah tanggal

era menerbitkan Surat Perintah

6]

Pajak belum juga melunasi hutang
aksanaan SPMP, pejabat

1

elangan kepada Kantor

Setelah KN menetapkan hari, tanggal, jam dan

segera
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Keberatan Dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Kepala Daerah atau
pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa
indonesia paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima olech Wajib Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

17

Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan
sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan
keputusan. Apabila setelah lewat dari 12 bulan Kepala Daerah atau

pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap

dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
engketa Pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24
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Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu lima tahum terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah. Kadaluwarsa penagilian pajak tertangguh apabila diterbitkan Surat
Teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib

Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

A

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau dengan

denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terhutang,

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan vang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat

di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda
aling banyak empat kali jumlah pajak vang terutang. Tit

di tuntut setelah melampani jangka waktu 10 tahun sejak saat terutangnya

pajak atau berakhimya Masa Pajak.



Pendapatan Regional

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian
regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu suatu besaran
yang menunjukkan jumlah nilai yang berhasil ditambahkan terhadap suatu
barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi vang dilakukan oleh seturuh unit

ckonomi yang ada di suatu wilayah dalam suatu periode waktu terientu.

Sistem penilaian yang biasanya digunakan untuk menghitung PDRB ada dua,
yaitu atas dasar harga berlaku pada tahun perhitungan dan atas dasar harga

konstan pada tahun tertentu vang digunakan sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu ialah total
nilai produksi / nilai tambah dani seluruh sektor ekonomi yamg beroperasi di
Kabupaten Belu. PDRB harga beriaku ialah total produk / nilai tambah dari

seluruh kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan

o

setiap komuditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan (1993) adalah PDRB menurut suatu tahun tertentu yang dinilai
engan harga tertentu yang dinilai dengan harga pada tahun konstan {1993),

PDRB atas harga konstan biasanya dipakai untuk melihat pertumbuhan secara
tiil tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga.
Tabel V.6 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1

atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan {1993):



Tabel 4.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Keonstan (1993)
Tahun 2060 - Tahun 2004

wn
[

} Tahun PDRB PDRB
(Harga Berlaku) {(iHarga Konstan 1993)
2000 Rp. 361.510.383 Rp. 170.721.017
2001 Rp. 406.510.983 Rp. 178.043 651
2002 Rp. 482.215.382 Rp. 189.256.994
2003 Rp. 568.344.702 Rp. 202.844.403
2004 Rp. 644.949.000 Rp. 214.289.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Pajak daecrah yang dipungut pemerintah Kabupaten Belu antara lain
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Dasar
hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adaiah Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 1998, Peraturan Daecrah Nomor 9 Tahun 1998,

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

Menurut Dinas Pendapatan Daerah  Kabupaten Belu potensi
penecrimaan daerah yang berasal dari pajak daerah tidak selalu mengalami
peningkatan tetapi kadang-kadang juga mengalami penurunan. Kenaikan dan
penurunan pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak
dari tahun ke tahun. Data yang diperoleh di Dinas Pendapatan Dacrah

Kabupaten Belu mengenai anggaran dan realisasi penerimaan daerah dan

pajak daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 5.1
Anggaran Dan Realisasi Peneriman Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2¢00 — Tahun 2004

Tahun Anggaran Realisasi
2000 Rp. 75.673.388.204 Rp. 74.413.274.630

2001 Rp. 169.263.150.286 Rp. 170.103.087.000
2002 Rp. 208.143.632.7385 Rp. 209.076.024.233
2003 Rp. 224 .805.317.485 Rp. 218.698.526.543
2004 Rp. 230.864.023.383 Rp. 235.056.419.947

Sumber: DISPENDA I\abupaten Belu

Tahel 5.2
Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004

Tahun Anggaran Realisasi
2000 Rp. 573.140.000 Rp. 592932676
2001 Rp. 784 500,000 Rp.  750.397.458
2002 Rp. 1.188.500.000 Rp. 935683 588
2003 Rp. 1.082.066.000 Rp. 1.183.236.463
2004 ] Rp. 1.423.466.000 ]  Rp 1.295.084.235

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

B. Analisis Data

1. Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, pemerintah
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Kabupaten Belu berusz atkan kegiatan pemungutan p

daerah dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Scbagai salah satu piranti dalam membiayai pembangunan dacrah,
pajak daerah memberikan kontribusi yvang cukup besar bagi penerimaan

daerah. Untuk mengetahui peranan pajak daerah terhadap penerimaan

daerah dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pajak da

o
crad
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terhadap penerimaan daerah yang tercermin dalam APBD. Adapun rumus

Tabel 5.3
Realisasi Pajak Daerah Dan Realisasi Penerimaan Daerat
Kabupaten Belu
Tahun 2040 — Tahun 2004

‘ Tahun Penerimaan Daerah Paiak Daerah
2000 Rp. 74.413.274.630 Rp. 5929329879
2001 Rp. 170.103.087.000 Rp. 750,387 458
2002 Rp. 209.076.024 233 Rp.  935.683.588
2003 Rp. 218.698.526.543 Rp. 1.183.236.463
2004 Rp. 235.056.419.947 Rp. 1295084235

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

o}

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2081 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelummya sebesar 0,36 %

yaifu 0,44 %.
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935.683.588
._’:). Kontribusi P ak Daerah tahun 2002 = x 100 %

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2002 mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,01 %

1.183.236.463
4). Kontribusi Pajak Daerah talun 2003 = x 100 %

Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2003 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,09 %

vaitu 0,54 %.

1.295.084.235

5). Kontribusi Pajak Daerah tahun 2004 x 100 %
235056419947
=0,55%
Kontribusi yang diberikan pajak daerah untuk tahun 2004 mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,01 %



2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB Dan Terhadap Jumlia
Penduduk
Untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap PDRB dan
terhadap jumlah penduduk perlu diketahui pertumbuhan pajak daerah
yang terdapat di Kabupaten Belu tahun 2000 sampai tahun 2004. Adapun
rumus yang digunakan dan perhitungannya sebagai berikut:
Tabel 5.4
Realisasi Pajak Daerah

Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004

Tahun Pajak Daerah
2600 Rp. 592932979
2001 Rp. 750,397 458
| 2002 Rp.  935.683.588
2003 Rp. 1.183.236.463 -
2004 Rp. 1.295.084.235

Sumbesr: DISPENDA Kabupaten Belu

Y, - (Y~ 1)

Pertumbuhan dalam persentase (%) T x 100%
Yi-1
Dimana:
Y. :Penerimaan pajak daerah masing-masing variabel tahun yang dicari
AY4 1

Y,— 1 : Penenmaan pajak daerah pada masing-masing variabel satu tahun

sebetum tahun yang dihitung

1) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2000 : —
2} Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2001 :

750.397.458 - 592.932.979
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592.932.979
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3) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2002 .

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

635.683.588 — 750.397.45
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750.397.458

i~
R

Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2003 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

1.183.236.463 - 935.683.588

5) Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2004 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

1.295.084.235 - 1.183.236.46
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935.683.588

Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB
Untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap PDRB perlu diketahui
persentase (%) pertumbuhan PDRB dengan rumus dan perhitungannya

sebagai berikut:



Tabel 5.5

Pertumbuhan Produk Demestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004

- _— ,
. Tahun fi ~ _PDRB 1
2000 Rp. 170.721.017

— o - - -
2001  Rp. 178.043.651
2002 Rp. 189.256.994
2003 O Rp. 202.844.403

h 2004 T Rp. 214.289.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu

Yi—(Y—1)

Pertumbuhan dalam persentase (%) : T
Yt =1
Dimana:
Y : Jumlah PDRB tahun yang dicari
\7

1) Pertumbuhan PDRB tahun 2000 : —

[
p—

Pertumbuhan PDRB tahun 2001 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

x 100 % =429 %

3) Pertumbuhan PDRB tahun 2002 :

Pertumbuhan dalam persentase (%) :

189.256.994 —178.043.651

178.043.651

Yi— 1 : Jumlah PDRB satu tahun sebelum tahun yang dicari



4} Pertumbuhan PDRB tahun 2003

Pertumbuhan dalam persentase (%)

202.844 403 - 189.256.994

189.256.994

5) Pertumbuhan PDRB tahun 2004 :

Pertuinbuhan dalam persentase (%o

214.289.000 — 202.844.403 4 100 % = 5.64 %

Dan untuk melihat elastisitas Pajak Daerah terhadap P

rumus dan perhitungannya sebagai berikut:
% Pertumbuhan Pajak Daerah

% Pertumbuhan PDRB

1) Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2000 :

t

Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2001 :

3) Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2002 :

Uh

o

DRB menggunakan



26,46 %

Ly /0

4) Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2003 .—— =3 69
7,18 %
9,49 %

5) Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB tahun 2004 \————— = 1,67
I~ 6,4 0/
2,04 7o

b. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan potensi ekonomi yang penting dalam kegiatan

ekonomi. Untuk melihat

elastist

™

s pajak daerah terhadap jumlah

penduduk perhu diketahui persentase (%) pertumbuhan jumlah penduduk

dengan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 5.6
Pertumbuhan Jumlah Pendudukuk
Kabupaten Belu

Tahun 2600 — Tahun 2004

Tahun Jumliah Penduduk
2000 277.484
2001 283.872
2002 290.063
2003 334.439
2004 343.777 ]
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu
Yi— (Y= 1)
Pertumbuhan dalam persentase (%) : x 100 %
Yi-1
Dimana:
Y. :Jumlah jumiah penduduk tahun t

Y— 1 : Jumlah jumlah penduduk tahunt - 1
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Pertumbuhan dalam persentase (%) :

x100%=230%

NJ

3) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 200
Pertumbuhan dalam persentase (%) :

290.063 — 283.872

283.872

4y Pertumbuhan jumiah penduduk tahun 2003 :
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5) Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2004 :
Pertumbuhan dalam persentase (%) :

343.777 - 334439

(5]

33

.-[.}.

Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2000 —



Dan untuk melihat elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk

menggunakan rumus dan perhitungannya sebagai berikut:

o Pertumbuhan Pajak Daerah

%% Permimbuhan Jumlal Penduduk

daerah terhadap jumlah penduduk tahun 2000 : —

al-
an

} Elastisitas paj

26,46 %
=197
1,/0
1530 %
5) Elastisitas pajak dacrah terhadap jumlah penduduk tahun 2004 -
G.49 %
=338
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Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Di Kabupaten Belu

Analisis Efektiivitas Pajak Daerah
Anatlisis ini digunakan untuk mengukur hasil pungut dan target pajak
daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan
efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal 100%, sehingga
semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik.
(Halim, 2001:263)
Untuk mengetahi efektivitas pajak daerah di Kabupaten Belu dapat
ditihat dengan tumus dan perhitungannya sebagai berikut :
Tabel 5.7
Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah

Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004

Tahun Anggaran Realisasi

2000 Rp. 573.140.000 Rp. 592932979
I 2001 Rp.  784.500.000 Rp.  750.397.458

2002 Rp. 1.188.500.000 Rp. 935.683.588

2003 Rp. 1.082.066.000 Rp. 1.183.236.463
L2004 Rp. 1.423.466.000 Rp. 1.295.084.235 j

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

Realisasi Pajak Daerah

Efektivitas Pajak Daerah = . x 100 %
Target Pajak Daerah
592.932.979
e . x 100 % = 100
1) Efektivitas Pajak Daerah talun 2000 :
573.140.000

)
e

Efektivitas Pajak Daerah tahun 2001 :
584.500.000

o,
on
3%

x 100 %= 95,65 %



x 100 % =78,
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Efektivitas Pajak Daerah tahun 2002 :
1.188.500.000
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4) Efektivitas Pajak Daerah tahun 2
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5.084.235

5) Efektivitas Pajak Daerah tahun 2004 : -
423.466.000

[a—y

b. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur biaya pemungutan pajak daerah
dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Kriteria yang dipakai untuk
mengukur tingkat efisiensi adalah yang mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Pembangunan [ yaitu
sebesar 5 %. Dari hasil perhitungan rasio tingkat efisiensi tersebut dap
diartikan sebagai berikut:
1) Apabila rasio yang diperolch masih di bawah atau sama dengan
standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa

pemungutan pajak daerah efisien.

rJ

Apabila rasio yang di
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realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah

kurang efisien.
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x 100 % =90,98 %



Untuk mengetahui efisiensi pajak daerah di Kabupaten Belu digunakan

rumus serta perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Pajak Daerah Dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2604

‘ Tabun Reaiisasi | Biaya Pemunguian

| 2000 Rp. 592932979 | Rp. 28.157.000

F 2001 Rp.  750.397.458 Rp. 32.230.500 ,
il 2002 Rp.  935.683.588 Rp. 30.850.000 |
i 2003 | Rp. 1.183.236.463 Rp. 42.265.000 /
i 2004 | Rp. 1205084235 [ Rp. 41.570.000 |

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu

Efisiensi Pajak Daerah =

[—
—

[§8)
“as’

Biaya Per

§131

ngutan Pajak Dacrah

Reali:

[T

Efisiensi Pajak Daerah tahun 2001 :

Efisiensi Pajak Daerah tahun 2002 :

Efisiensi Pajak Daerah tahun 2003 :

fisiensi Pajak Daerah tahun 2000 :

asi Pajak Daera

42.265.000

1.183.236.463
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4

5) Efisiensi Pajak Daerah tahun 20

B. Pembahasan

1

1. Peranan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Hasi} perhitungan kontribusi pajak daerah tersebut dapat dilihat dalam

"

tabel V.9 :

bel 5.9
Peranan Pajak Daerah Terh dap Penerimaan Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2604

04 - X 100 % =321 %

Tahun | Realisasi | Realisasi Penerimaan |  Kontribusi
| Pajak Daerah Daerah (%)
2000 | Rp 592932979 | Rp 74.413274.630 0.80
2001 | Rp 750397458 | Rp170.103.087.000 0,44
2002 | Rp 935.683.588 | Rp209.076.024.233 0,45
2003 Rp 1.183.236.463 | Rp218.698.526.543 0,54
2004 © Rp1.295.084235 | Rp235.056.419.947 0,53
Rata-rata 0,56

Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap

penerimaan daerai selalu mengalami fluktuasi. Walaupun kontribusi yang

1 paj y i il, tetapi pertumbuhan pajak

daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Begitu pula dengan
penerimaan daerah juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

1 g -2

Selama tahun 2000 sampai tahun 2004, kontribusi pajak daerah berkisar

o

antara 0,44 % sampai 0,80 %.
a. Pada tahun 2000 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 0,80 %

terhadap penerimaan daerah tetapi pada talwin 2001 kontribusi vang



diberikan pajak daerah turun menjadi 0.44 % atau berkurang : 8¢ b/ sat
0.36 %. Pada tahun 2002 sampai tahun 2004 kontribusi pajak daerah
terhadap penerimaan daerah selalu mengalami peningkatan.

b. Rata-rata kontribusi vang diberikan pajak daerah terhadap penerimaan

daerah pada tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sebesar 0,56 %.

2. Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB Dan Jumlah Penduduk

a. FKElastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB
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dilihat pada tabel V.1

Tabel 5.10
Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB
Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004

Pertumbuhan
Tahun Realisasi PDRB (%) Fiastisitas
J Pajak Daerah Pajak PDRB
Daerah
2000 | Rp 592.932,979 | Rp 170.721.017 - - -
2001 | Rp 750.397.458 | Rp 178.043.651 26,56 4,29 6,19
2002 Rp 935.683.58% | Rp 189.256.994 24,69 | 6,30 3,92
2003 Rp 1.183.236.463 | Rp 202.844.403 2646 | 7,18 3,69
2004 | Rp 1.295.084.235 | Rp 214.289.00C 945 1 564 1,67
| S
Rata-rata 3,09
Tabel V.10 menunjukkan bahwa:
) Pada tahun 2001 clastisitas pajak dacrah terhadap PDRB scbesar
6,19 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah PDRB

7]

sebesar 1% maka pajak daerah akan mengaiami perubahan sebesar

6,19%.
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p PDRB sebesar

ahan jumlah PDRB

1\:“lga1alm perubahan sebesar

ah terh

adap PDRB sebesar

aitu setiay pert ubahan n inlah PDRB

rubahan sebesar

clastisitas pajak daerah terhadap PDRB dari tahun 2000

terhadap jumlah
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Tabel 5.11
FElastisitas Pajak Daerah Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004

i ] Pertumbuhan 5
| Tahun Reatisasi Jumliah | {%) Elastisitas |
[ Pajak Daerah Penduduk Pajak j, Jumlah |
| Daerah | Penduduk
2000 | Rp 592932979 | 277.484 - | - -
2001 Rp 750.397.458 283.872 26,56 | 2.30 11,54
2002 Rp 935.683.588 290.063 24,69 | 2,18 11,32
P 2003 Rp 1.183.236.463 334 439 26,46 | 15,30 1.73
2004 g Rp 1.295.084.235 343777 5.45 L 2.7% 3.38
Rata-rata 5,59
Tabel V.11 '”leul.lﬁ_ulnikafl bahwa
1) Pada tahun 2001 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk
sebesar 11,54 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah

penduduk sebesar 1% maka pajak daecrah akan mengalami
perubahan sebesar 11,54%.

2) Pada tahun 2002 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk
sebesar 11,32 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah
penduduk sebesar 1% maka pajak daerah akan mengalami

~

perubahan sebesar 11,32%.

(9%
:L;
C)..
5

tahun 2003 clastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk

sebesar 1,73 vang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah

penduduk sebesar 1% maka pajak dacrah akan mengalami
eru‘va‘lan sebesar 1 7’;} 70

4) Pada tahun 2004 elastisitas pajak daerah terhadap jumlah penduduk

sebesar 3,38 yang berarti elastis yaitu setiap perubahan jumlah
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tahun 2000 sampai tahun 2004 sebesar 5,59.
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Tabel 5.12
Efekiivitas Pajak Daerah

Kabupaten Belu
Tahun 2000 — Tahun 2004
T . . . e ]
Tahun Realisasi Target Efektivitas
S Pajak Daerah Pajak Daerah (%)

2000 Rp 592932979 Rp 573.140.000 103,45
2001 Rp 750.397456 Rp 984.500.000 95.65
2002 Rp 935.683.588 Rp 1.188.500.000 78,73
2003 Rp 1.183.236.463 Rp 1.082.066.000 109,35
2004 | Rp 1.295084.235 Rp 1.423.466.000 90,98

Rata-rata 95,63

Tabel V.12 menunjukkan:

2) Tingkat efcktivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2001
berjalan kurang efekiif dengan kontribusi yang diberikan belum

mencapal 100% vaitu 95,65%, hal ini terjadi karena target pajak
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dacrah yang dianggarkan sebesar Rp 984.500.500 hanya tercalisast

sebesar Rp 750.397.458.

3) Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2002

4)

w

sebesar 16,92% jika dibandingkan dengan tahun 2001. Pada tahun
ini pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 1.188.500.000 sementara

nn

vang terealisir hanya sebesar Rp 935.683.588.

Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2003

o]

Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2004

mencapat 90,98%, ini berarti ada penurunan sebesa
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tahun anggaran ini target sebesar Rp 1.423.466.000 sementara
yang terealisasi sebesar Rp 1.295.084.235. Hal ini menunjukkan
baliwa pemungutan pajak daerah kurang efektif karena kontribusi

yang diberikan tidak mencapai 100% yaitu 90,98%.



6) Pajak daerah Kabupaten Belu pada tahun 2000 sampai tahun 2004

efektivitasnya kurang dari 100% yaitu 96,63%

cenderung berjalan tidak efektif karena rata-rata tingkat

Qs

b. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Hasil perhitungan efisiensi pajak daerah di Kabupaten Belu dari tahu

A

2000 sampai tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel V.13 :

Tabel 5.13
Efisiensi Pajak Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2008 — Tahun 2804

{  Tahun | Realisasi | Biaya Pemungutan Efisiensi
Pajak Daerah Pajak Daerah (%)
2000 Rn 392932979 Rp  28.157.000 475
2001 Rp 750.397.456 Rp 32230500 4.30
2002 Rp 935.683.588 Rp  30.850.000 3,30
2003 »3 Rp 1.183.236.463 Rp  42.265.000 3,57
2004 | Rp1.295.084.235 Rp  41.570.000 321
| Rata-rata | 3,82
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dengan 4,75% dengan rata-rata fingkat efisiensi 3,82%.

Pada tahun 2000 sampai tahun 2002 efisiensi pajak daerah di

Kabupaten Belu mengalami peningkatan dari 4,75% sampai
dengan 3,30%, meningkatya efisiensi tersebut karena biava yang

dikeluarkan untuk memungut pajak daerah mengalami penurunan.
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1galami penurunan

berarti tingkat efisiensinya



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

b

Besar peranan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tahun 2000
sampai talun 2004 berkisar antara 0,44 % - 0,80 % dengan rata-rata
kontribusi sebesar 0,56 %. Pada setiap tahun, pajak dacrah memberikan
kotribusi yang sangat kecil dan cenderung naik walaupun pada tahun 2001
kontribusi pajak daerah menurun menjadi 044 % setelah tahun
sebelumnya vyaitu tahun 2000 kontribusi yang diberikan pajak daerah
sebesar 0,80 %.

Elastisitas pajak daerah terhadap PDRB rata-rata bersifat clastis yaitu
sebesar 3,09 yang berarti apabila PDRB mengalami perubahan sebesar 1
% dan faktor lain dianggap tetap maka penerimaan pajak daerah
cenderung mengalami perubahan sebesar 3,09 %. Sedangkan, elastisitas
pajak daerah terhadap jumlah penduduk rata-rata bersifat elastis yaitu
sebesar 5,59 yang berarti apabila jumlah penduduk mengalami perubahan

sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan mengalami perubahan

Tingkat efektivitas pajak daerah berkisar antara 78,73 % - 109,35 %

dengan rata-rata 95,63 %. Dengan rata-rata tingkat efektivitas tersebut

74



disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Belu
cenderung tidak efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target
yang ingin di capai kurang dari 100 % yaitu sebesar 95,63 %.

Tingkat efisiensi pajak daerah berkisar antara 3,21 % sampai 4,75 %
dengan rata-rata 3,82 %. Dengan rata-rata tingkat cfisiensi tersebut, daya
guna pajak daerah dapat dikatakan efisien dimana besar biaya pemungutan
berhasil di tekan seminim mungkin terhadap realisasi dan masih di bawah

standar rasio biaya pemungutan untuk Kabupaten Belu vaitu sebesar 5 %

B. Keterbatasan Penelitian

s

)

Keterbatasan waktu penelitian sehingga penulis tidak dapat meneliti iebih
jauli hal-hal vang berpengaruh terhadap penerimaan daerah khususnya
pajak daerah seperti faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan
masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini berhubungan dengan adanya
tunggakkan pembayaran pajak daerah selama Jima tahun yaitu tahun 2000

sanipai tahun 2004,

Pendapatan Daerah, misalnya pajak hotel dan pajak restoran yang di ambil
alih oleh Dinas Pariwisata, dan pajak pengambilan bahan galian golongan
C vyang diambil alih oleh Dinas Pertambangan menyebabkan penulis

mendapat kesulitan mengumpulkan data tentang biaya pemungutan pajak

daerah vang sekarang menjadi terpisah-pisah.
yang I
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3. Dalam skripsi ini data biaya pemungutan pajak daerah yang diperoleh
penulis dari hasil penelitian adalah data yang tidak terperinci atau hanya
secara umum saja, yaitu biaya pemungutan pajak daerah per tahun dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

4. Pencrimaan dacrah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

bersumber dari hasil perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli

daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan daerah yang sal

J o

Dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan,
isa hasil perhitungan anggaran tahun lalu dalam undang-undang baru
termasuk salah satu sumber pembiayaan. Karena dalam skripsi ini penulis
masih menggunakan undang-undang vang lama yaitu Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 menyebabkan tahun 2003 dan tahun 2004 jumlah
penerimaan dacrah mengalami penurunan akibat perpindahan posisi sisa
hasil perhitungan anggaran tahun lalu.

5. Di Kabupaten Belu penyeienggaraan parkir, tidak dimasukkan sebagai
salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak parkir sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000, hal ini menyebabkan hasil yang diterima
dari pemunguian pajak daerah di Kabupaten Belu menjadi makin

berkurang.

=
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C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Belu, maka penulis memberikan saran dan masukan yang

sekiranya bermanfaat bagi perkembangan penerimaan pajak daerak. Saran

yang di berikan penulis antara lain:

[

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat
diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah di Kabupaten Belu. Oleh sebab itu pemerintah
daerah sebaiknya terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak daerah
dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pajak
daerah yang dipungut, pengadaan sarana dan prasarana pendukung
kegiatan pemungutan dan meningkatkan upaya pembinaan, pelatihan dan

1

penyufuhan secara luas baik secara langsung maupun tidak langsung
tentang pentingnya membayar pajak.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencoba menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakan di Kabupaten Belu
untuk membayar pajak dan juga mencoba menganalisis faktor-faktor
penyebab pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di

Kabupaten Belu tidak dikategonkan scbagat salah satu jenis pajak daerah

tetapi masuk dalam restribusi daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN SELU

SEKRETARIAT DAERAH
JL. EL TARINO. 1 TELP. (0389) 21081

ATAMBUA

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : KU.900/121/V/I1/2005

Berdasarkan Surat dari Universitas Sanata Dharlma Yogyakarta Nomor : 31KAPRODI
AKT/296/V1/2005, tanggal 14 Juni 2005 perihal ijin penelitian pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Belu, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama - Yosepha Maria S.S

NIM £ 992114180

Program Studi . Akuntansi

Jurusan . Akuntansi pada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (Bagian

Keuangan Setda Belu) dengan Judul Skripsi : PERA.NAN PAJAK DAERAH DAN
VMIENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 01 Juli 2005

An. BUPATI BELU,
BKRETARIS DAERAH
QTEN TATA PRAJA

SEXR! TARIAT
DAL A

AS NAHAK ,SH
023 032

TEMBUSAN :
1. Bupati Belu Sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Belu di Atambua untuk maklum
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PEMERINTAH KABUPATEN BELU

"DINAS PENDAPATAN DAERAH
JLN. ADI SUCIPTO TELP. 21265-21365

ATAMBUA

e ——

SURAT KETERANGAN
No.Penda. 420/  /VI/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Andreas Seran
Jabatan - Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama - Yosepha Maria Septima Suni

NIM : 992114180

Program Studi/Jurusan : Ekonomi Akuntansi

Pekerjaan - Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta

Kebangsaan . Indonesia

Benar-benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Belu dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul : “PERANAN
PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN DAERAH” (Studi kasus
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur), sejak bulan Juni 2005
sampai dengan  bulan Juli 2005.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

& Kamg ptambla, 1 Juli 2005
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Tembusan :

1. Gubernur NTT Cq. Kaban. Linmas Prop. NTT di Kupang
2. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan
3. Arsip.
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Lampiran 3

(_/_D)ﬂ (”VBADAN PUSAT STATISTIK
DY [E_J KABUPATEN BELU

G.A. 2ilvabaggy Mo.2 ATAMEUA - NTT 85714, Talp./Fax D3IB9-21317

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 53061.0171

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Gaspar |. Klau
|abatan i Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Yosepha Maria Septima Suni

NIM o 882114180

Program Studi/lurusan @ Ekonori Akuntansi

Pekerjaan + Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata
DharmaYogjakarta

Kebangsaan © o Indaonesia

Benar-benar telah mengadakan Penelitian pada Kantor Badan Pusat Statistif
Kabupaten Belu dalam rangkd Penulisan  Skripsi  dengan  Judul : PERANAN DPAJAK
DAFRAH DALAM MENINGKATEAN  PENERIMAAN  DAERAH (Studi kasus pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur), sejak bulan Juni 2005 sampai dengan
bulan Juli 2005. '

Derriikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagairmana mestinya,
1 Juli 2008

jsat Statistik Kab, Belu;
ian Tata Usaha,

, d 3 - Penata
-~NIP: 340004662

Tembusan:

1. Gubernur MTT Co Kaban Linmas Prop. MNTT di Kupang,
2. Bupati Belu di Atarnbua sebagai Laporan

3ArsIp
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Lampiran 4
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN BELU TAHUN 2000 (dalam Rupiah)

- No T; Obyek Pajak Daerah } h Anggaran Realisasi 1
[
O gFd]akHotuld.mﬁéslman i ““““““““““ 57.770.000,00 |  55.490.538.00
2 fla;ak Hiburan o J;L 3.270.000,00 720.000,00 |
3 Paak Reklame f " 17.100.000,00 [  7.402.500,00
4 ;m;ak Penerangan Jalan ; ©46.000.000,00 51.371.381,00
5 if Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C é C 464.000.000,00 | 47'791185?9__9{)_ ’
l[ Jumlah f[ 573.140.000,00 592.932.979.,00
...... - I
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LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2001 (dalam Rupiah)

No Obyek Pajak Daerah Anggaran Realisasi
1 | Pajak Hotel dan Restoran ) 67.500.000,00 58.813.603,00
2 Pajak Hiburan 4.000.000,00 5.054.500,00
3 |Pajak Reklame ~8.000.000,00|  6.715.000,00
4 Pajak Penerangan Jalan 105.000.000,00 116.372.650,00
5 | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 600.000.000,00 |  563.441.705,00
Jumlah - 784.500.000,00 750.397.4358,00 |
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Lampiran 6

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN BELU TAHUN 2002 (dalam Rupiah)

No ; Obyek Pajak Daerah Anggaran Realisasi

ﬁI % Pajak Hotel 60.000.000,00 30.956.545,00
2 | Pajak Restoran 60.000.000,00 55.547.049,00
3 | Pajak Hiburan 7.000.000,00 1.909.500,00
4 } Pajak Reklame 11.500.000,00 10.928.250,00
5 i Pajak Penerangan Jalan 300.000.000,00 299.796.270,00 |
6. ][ Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 750.000.000,00 536.545.974.,00 |

|

Jumlah

1.188.500.000,00

935.683.588.00
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Lampiran 7

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2003 (dalam Rupiah)

No } Obyek i%jak, Daerah Anggaran Realisasi
1" Pajak Hotel | 60.000.000,00 32.062.925,00
2 J Pajak Restoran 60.000.000,00 [ 31.284.050,00 |
3 { Pajak Hiburan - S j 11.000.000,00 11.109.250,00
4 f Pajak Reklame ’ 21.000.000,00 22.477.475,00
5 J‘ Pajak Peﬁgrangan Jalan J[ 330.000.000,00 446.920.343,00
6. | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C | 600.000.000,00 636.982.420,00 |
J‘ Jumlah r """" 1.082.066.000,00 |  1.183.236.463,00 |
j - ! . S
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LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2004 (dalam Rupiah)

No ( Obyek Pajak Daerah B J Anggaran Realisasi
] ( Pajak Hotel - I ~60.000.000,00 30.374.900,00
2 | Pajak Restoran J‘ 60.066.000,00 31.516.000,00
3 '{Pajak Hiburan | 38.400.000,00 | 1.752.500,00
4 / Pajak Reklame R 65.000.000,00 69.'|.38.325,fo6'J
5| Pajak Pencrangan Jalan L 500.000.000,00 460.858.860,00 |
6. | Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 700.000.000,00 71.443.150,00 J

| Jumlah

| . -

——

1.423.466.000,00

1.295.084.235,00
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Lampiran 9

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2000 (dalam Rupiah)

Anggaran

Realisasi

| Bagian Sisa Hasil Perhitungan Anggaran

I
| Tahun Lalu

1.331.467.904,00

1.944.608.476,00

2 Pendapatan Asli Daerah 1.872.859.000,00 1.779.639.229,00
3 Bagian Dana Perimbangan 72.469.061.300,00 70.689.026.925,00
4 Bagian Lain-lain Penerimaan vang Sah 0,00 0,00

Jumlah Penerimaan

75.673.388.204,00

74.413.274.630,00 |
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LAPORAN REALISAS!I PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2001 (dalam Rupiah)

‘No E ~ Kelompok Penerimaan | Anggaran |  Realisasi

)

1 i Bagian Sisa Hasil Perhitungan Anggaran l
! Tahun Lalu 2.594.615.860,00 2.850.220.430,00

2 | Pendapatan Asli Daerah 4.624.458.426,00 4.749.610.001,00
|
| ) _

3 i Bagian Dana Perimbangan 162.044.0776.000,00 162.503.256.569,00
| .

4 | Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah 0,00 0,00
|

1 P .
' Jumlah Penerimaan
|
|

169.263.150.286,00

170.103.087.000,00
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LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH

KABUPATEN BELU

TAHUN 2002 (dalam Rupiah)

(( - Kelompok Penerimaan | Anggaran | Realisasi
1 f Bagian Sisa Hasil Perhitungan Anggaran | o
[ Tahun Lalu 18.342.756.157,00 18.342.756.175,00
2 J'ii}mpatan Asli Daerah 6.939.031.453,00 8.938.444.742,00
\
3 Bagian Dana Perimbangan 181.168.063.200,00 180.428.126.859,00
4 Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah 1.693.781.975,00 l..366.696.475,00

Jumlah Penerimaan

|
|
|
|
L

208.143.632.785,00

206.076.024.233,00
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Lampiran 12

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2003 (dalam Rupiah)

Anggaran

] Realisasi

Pendapatan Asli Daerah

Bagian Dana Perimbangan

9.276.917.190,00

~10.003.008.322,00

200.174.094.224,00

Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah

12.746.916.000,00

Jumlah Penerimaan

224.805.317.485,00

_
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LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH
KABUPATEN BELU TAHUN 2004 (dalam Rupiah)

 No  Kelompok Penerimaan ~ Anggaran  Realisasi
1 Pendapatan Asli Daerah 1 0.789.907. 190,00 9.754.549.585,00
2 | Bagian Dana Perimbangan  206.246.587.193,00 |  211.123.416.841,00
3 Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah 13.827.529.000,00 14.178.453.521,00
Jumlah Penerimaan 230.864.023.383.,00 235.056.419.947,00
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PRODUK DOMERTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BELU
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

2000 ~ 2004

(Dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha 2000 2001 2002 2003 2004
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. PERTANIAN 168,381 82.641 210,151 233,264 252,580
a. Pertanaman Bahan Makanan 101.830 110,403 126,124 140,137 154,375

b. Tanaman Perkebunan 8.109 9825 12,453 15,442 17.261

¢. Peternakan & Hasil - Hasilnya 52,046 55315 63,904 68,934 72,122

d. Kehutanan 413 566 679 835 1,048

¢. Perikanan 5,982 6,505 7.091 7.916 7.774

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 5,171 6,842 8,333 9676 16.536
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5,369 7,745 9.209 11,554 13,918
a. Industri Migas - - - - -

b. Industri Tanpa Migas 5,369 7.745 9,209 11,554 13,918

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 1,579 1,670 1,918 2,073 2.321
a. Listnk 1336 1423 1.631 1,739 1.895

b. Gas - - - - -

¢. Air Bersih 213 247 287 334 426

5. BANGUNAN 20683 21366 25,083 27,927 31,929
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 66587 71018 89,621 104,076 116,321
a. Perdagangan Besar & Eceran 64853 690062 86.433 99,780 111,952

b. Perhotelan 188 195 240 319 332

¢. Restoran & Rumah Makan 1546 1761 2,949 3,977 4,037

. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 28684 35102 34,344 47,615 28,948




a. Angkutan 26678 31136 30,528 42,100 52,159

- Pengangkutan Jalan Raya 23283 27418 26,135 36918 44253

- Pengangkutan Sungai, Danau - - - - -

- Pengangkutan Laut 1509 5116 1,946 2,288 2,754

- Pengangkutan Udara 141 153 166 177 171

- Jasa Penunjang Pengangkutan 1745 2049 2,281 2,717 4,982

b. Komunikasi 2006 3966 3,816 5,515 6,788

8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN PARIWISATA 14506 16597 20,316 22,607 30,008
a. Bank 7786 8215 10,170 11,705 12,173

b. Lembaga Keuangan Non Bank 2297 3107 3,829 4,304 7,929

¢. Sewa Bangunan 4329 5161 6,184 6,433 9,734

d. Jasa Perusahaahn 94 114 133 161 172
9. JASA - JASA 50546 65998 83,170 109,553 122,388
a. Pemerintahan Umum 47578 61404 77,265 101,732 113,624

b. Swasta 2968 4594 5,906 7,821 8,764

- Sosial Kemasyarakatan 1809 2868 3,463 4,667 5,149

- Hiburan & Rekreasi 69 74 96 117 129

- Perorangan & Rumabtangga 1090 1652 2,364 3,037 3.486
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 361510 408979 482,215 568,345 644,949




Lampiran 13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BELU
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA
2000 - 2004

(Dalam jita rupiah)

[ Lapangan Usaha 2000 2001 2002 2003 2005
0 2) @) 4) ) (6)
1. PERTANIAN 68,638 70,038 71,667 73,455 75.891
a. Tanaman Bahan Makan 38,793 39,265 40,096 40,865 41,891
b. Tanaman Perkebunan 2.945 3.524 4,129 4,63: 4,744
¢. Peternakan & Hasil - Hasilnya 23,431 23,560 23,840 24,085 25,278
d. Kehutanan 291 350 336 378 402
e. Perikanan 3.178 3,339 3,266 3,506 3,576
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1.852 1,745 1,755 1,787 1.887
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 2.754 2,866 2,996 3,152 3.265
a. Industri Migas - - - - -
b. Industr Tanpa Migas 2,754 2,866 2,996 3,152 2.909
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 1,203 1,202 1.196 1,199 1,251
a. Listrik 1,007 1,012 1,020 1,024 1,062
b. Gas - - - - -
¢. Air Bersih 196 190 176 157 189
5. BANGUNAN 8981 8,434 8,535 8,73 9,288
6. PERDANGANGAN, HOTEL & RESTORAN 26,750 26,902 28,475 30,067 31,128
a. Perdagangan Besar & Kecil 25,583 26,241 27473 28,861 29,842
b. Perhotelan 1.108 613 951 1,151 1,224
c. Restoran & Rumah Makan 59 48 51 55 62
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 20,959 21,378 23,541 25,882 28.648




a. Angkutan 19,472 19,648 21,460 23,477 25,997
Pengangkutan Jalan Raya 17,701 17,888 19,525 21,396 23,512
Pengangkutan Sungai & Danau - - - - -

- Pengangkutan Laut 657 582 646 683 1,048
Pengangkutan Udara 44 42 43 44 63

Jasa Penunjang Pengamngkutan 1,070 1,136 1,246 1,354 1,374

b. Komunikasi 1,487 1,730 2.031 2,405 2,051

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & HOTEL 8,324 9475 10,248 11,153 11,815

a. Bank 4,314 5,171 5,658 6,301 6,856

b. Lembaga Keuangan Non Bank 1,660 1,924 2,171 2,391 2,523

c. Sewa Bangunan 2,286 2.311 2,345 2,380 2,359

d. Jasa Perusahaan 64 69 74 81 77

9. JASA ~JASA 31,260 36,003 40,844 47421 51,116

a. Pemerintahan Umum 26228 33,233 37,737 43,869 47,154

b. Swasta 2,032 2,770 3,107 3,552 3,962
Sosial Kemasyarakatan 1,351 1,856 2,033 2,262 2,532
Hiburan & Rekreasi 49 64 71 83 93
Perorangan & Rumahtangga 632 850 1,003 1,207 1.337

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 170,721 178,044 189,257 202,846 214,289
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